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Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah 
populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-
kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin 
bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber 
pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh 
tentang  peran pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program rehabilitasi 
sosial rumah tidak layak huni. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah yaitu sebagai stabilisator, 
innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur 
yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan secara umum, peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitas sosial RTLH 
kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek yaitu stabilisator, innovator, 
modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Maksud dan tujuan sasaran program sudah tepat sasaran karena 
istilah yang disebutkan dalam Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni 
melalui program rehabilitas sosial RTLH secara fisik dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan layak huni.  
Kata Kunci: Peran pemerintah, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, kota Surabaya.  
 
Abstract 
The country of Indonesia is ranked fourth with the most populous race in the world, has a total population 
of 269 million people. This can be seen in the population density that occurs in big cities, one of which is the 
city of Surabaya, where every year the population in the city of Surabaya is increasing. Along with the rapid 
population growth, the supply of land as a source of housing development which is the need of each 
individual becomes increasingly limited. The purpose of this research is to examine to provide a clear and 
comprehensive picture of the role of the Surabaya city government in improving the quality of life through 
the social rehabilitation program for unfit for habitation. The focus of this research is the role of the 
government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementation. The research 
method used is the descriptive qualitative literature approach (literature review) in which the library 
examines the literature which is the primary source of previous journals. Data analysis used is data 
collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study can be concluded that 
in general, the role of the government has succeeded in implementing the RTLH social rehabilitation 
program in the city of Surabaya with good results seen from five aspects, namely stabilizers, innovators, 
modernizers, pioneers, and implementation. The aims and objectives of the program targets are right on 
target because the term mentioned in the Perwali is that poor people who have houses that are not suitable 
for habitation through the RTLH social rehabilitation program can physically live in better and livable 
houses. 
Keywords: The role of government, a social rehabilitation program for unfit for habitation, the city of 
Surabaya
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PENDAHULUAN 
Penduduk adalah salah satu kunci dari berlangsungnya 
pembangunan nasional pada suatu negara, sebab 
pertarungan peningkatan kependudukan sebagai suatu 
yang esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan. 
Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan 
tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah 
populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat 
pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar 
salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah 
penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring 
pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan 
tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang 
menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi 
semakin terbatas. 
Pembangunan dengan model tingkat menggunakan 
sedikit lahan menjadi solusi nya seperti contoh Apartement 
yang banyak ditemui di kota-kota besar seperti Surabaya. 
Apartement membutuhkan lahan yang tidak terlalu besar 
namun memiliki daya tampung yang cukup banyak, 
dilengkapi dengan fasilitas modern dan keamanan yang 
cukup terjamin. Selain Apartement terdapat juga 
perumahan yang tersedia di kota Surabaya, karena 
keterbatasan lahan menyebabkan harga perumahan di kota 
Surabaya terus meningkat sehingga sebagian masyarakat 
tidak mampu untuk memiliki. Daya beli masyarakat 
ekonomi rendah untuk memliki hunian yang layak masih 
belum mampu, karena harga yang ditawarkan cukup tinggi. 
Pemerintah memberikan solusi untuk mereka yang kurang 
mampu agar tinggal di RUSUNAWA (Rumah Susun 
Sederhana Sewa) dengan biaya yang relatif murah. Namun 
kenyataannya Rusunawa pemerintah kota Surabaya tidak 
semua memiliki keadaan yang baik.  
Salah satu Rusunawa yang kian memprihatikan dan 
memiliki banyak kerusakan yakni Rusunawa Sombo dan 
Penjaringan. Banyaknya kerusakan tersebut berakibat pada 
keadaan yang memaksa warga untuk memilih 
memperbaiki sendiri rumah tinggal mereka. Warga 
penghuni Rusunawa memilih untuk kembali ke rumah 
tinggal mereka, meskipun memiliki keadaan yang jauh 
lebih memprihatinkan. Mereka beranggapan bahwa lebih 
baik jika uang yang mereka gunakan untuk membayar 
iuran, digunakan untuk kebutuhan lainnya dan memilih 
kembali ke rumah tinggal mereka. Namun disisi lain hal 
tersebut menyebabkan semakin banyaknya jumlah rumah 
tinggal tidak layak huni yang menuntut pemerintah kota 
Surabaya untuk membuat program lain demi menurunkan 
angka kemiskinan. Salah satu pogram yang telah di 
lakukan pemerintah kota Surabaya yakni Program 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. 
Salah satu alasan dibentuknya Program Rehabilitasi 
Sosial Rumah Tidak Layak Huni, karena jumlah dan 
presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 
menduduki peringkat pertama. Perluh adanya sebuah 
program untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin di 
Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian Fauziah (2020), 
menyatakan bahwa kebijakan pembangunan perumahan 
yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya 
pengentasan kemiskinan adalah Program Rehabilitasi 
Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Berikut ini disampaikan 
data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia 
menurut Provinsi tahun 2018-2019. 
Tabel 1. 
Data jumlah dan presentase penduduk miskin di 
Indonesia menurut Provinsi tahun 2018-2019. 
No Provinsi 2018 2019 Presentase 
% Jumlah Penduduk 
Miskin (Ribuan)  
1 Jawa Timur  4.292,15 4.112,25 -0,48% 
2 Jawa 
Tengah  
3.867,42 3.743,23 -0,39% 
3 Jawa Barat 3.539,40 3,399,16 -0,34% 
4 Sumantra 
Utara 
1.291,99 1.282,04 -0,11% 
5 Lampung  1.091,60 1.063,66 -0,39% 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia , 2019. 
 
Data diatas artinya data yang mendeskripsikan jumlah 
kemiskinan yang terdapat di 5 Provinsi pada Indonesia 
yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi. 
Jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia berada 
pada Provinsi Jawa Timur. Sebab tingginya angka 
kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tadi, maka fenomena 
permukiman atau daerah kumuh pada beberapa Kota pada 
Provinsi Jawa Timur ini dapat dengan mudah di jumpai di 
hampir seluruh kawasan Provinsi Jawa Timur.  
Disamping itu pula upaya yang terus di berikan 
pemerintah kepada warga adalah dengan memberikan 
bantuan berupa sarana dan prasarana dasar pemukiman 
bagi rakyat miskin serta berpenghasilan rendah, 
penyediaan sarana air higienis di pemukiman rawan air, 
penataan serta rehabilitasi permukiman kumuh/tak layak 
huni, serta pemberdayaan masyarakat dalam 
penanggulangan kemisikinan di perkotaan, kredit 
pemilikan tempat tinggal bersubsidi/KPR. 
Sesuai data berasal Kementrian PUPR, salah satu 
Provinsi pada Pulau Jawa yg memiliki tingkat kepadatan 
serta jumlah tempat kumuh terbanyak pada Provinsi Jawa 
Timur merupakan Kota Surabaya. Berdasarkan Bappenas, 
Surabaya ialah salah satu dari empat sentra pertumbuhan 
primer pada Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, 
dan Makassar. Akibat tingginya kepadatan penduduk di 
Pulau Jawa akan mengakibatkan padat penduduk serta 
permukiman   kumuh.    Salah    satu  kota  yang  memiliki 
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kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada pulau Jawa 
ialah kota Surabaya. 
Tabel 2. 
Data jumlah kawasan kumuh Provinsi tahun 2019 
Provinsi Kategori Kawasan Kumuh 
Ringan Sedang Berat 
Jawa Tengah 495 179 52 
Banten 368 281 70 
Jawa Barat 38 124 77 
Jawa Timur 157 65 24 
Aceh 90 59 18 
Sulawesi Selatan 50 117 120 
Sumatra Utara 11 72 95 
Nusa Tenggara 30 40 91 
iSumber: iData Warehouse iCipta Karya i,Kementrian    
iPekerjaan iUmum dan iPerumahan Rakyat itahun 2019. 
 
Persebaran permukiman kumuh ditentukan oleh angka 
kemiskinan dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi di 
Kota Surabaya. Permukiman ikumuh itadi dihuni iioleh 
warga yang imemiliki iekonomi rendah iatau imiskin. 
Partispasi imasyarakat pada ipelaksanaan iporgram. 
Rehabilitasi Sosial iwilayah iKumuh di ikota Surabaya 
belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut 
diketahui dari bentuk partisipasi masyarakat dan tingkatan 
partisipasi rakyat yangg masih rendah (Tiarawati, 2020). 
Sehingga, buat mengatasi agar program tersebut berjalan 
sesuai rencana pentingnya dicermati idari beberapa iaspek 
agar imendapatkan isolusi yang itepati. Penanganan 
permukiman kumuh iadalah isalah satu ikebijakan prioritas 
yang itelah dilaksanakan isecara iberkelanjutan oleh 
pemkot iSurabaya. 
Persoalan kawasan kumuh di wilayah metropolitan 
diidentikkan dengan persoalan kemiskinan. Hal ini juga 
dirasakan oleh Pemkot Surabaya yang terlihat dengan 
tingginya iangka kemiskinan idi Kota iSurabayai, meski 
dalam ikurun waktu i5 tahun imengalami iperubahan dan 
penurunan. 
Tabel 3. 
Data angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya 






2015 165.72 5,82%  
2016 161.01 5,63% 
2017 154.71 5,39% 
2018 140.81 4,88% 
2019 130.55 4,51% 
  Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019. 
 
Berdasarkan data angka kemiskinan kota Surabaya 
tahun 2019 yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 
130.550 jiwa dengan angka kemiskinan 4,51 %. iDisisi 
laini, pertumbuhan idaerah ikumuh ditandai idengan 
munculnya daerah ikumuh iyang tidak ilayak ihuni 
semakin itinggi. iHal itersebut ditandai ilingkungan isisa 
pemukiman ikumuh sebesar 43i,46 ha dari itotal iluas kota 
Surabaya sebesar i32.519 hai, berdasarkan iBadan Pusat 
Statistik iJawa Timur itahun i2019. iPemerintah kota 
Surabaya sudah berupaya agar kawasan kumuh yang 
berada di kota Surabaya semakin sedikit agar terciptanya 
kawasan yang sehat bagi keberlangsungan hidup 
masyarakat kota surabaya. Surabaya juga banyak memiliki 
lahan yang dapat berpotensi sebagai kawasan hijau dan 
juga dapat menjadi icon Surabaya sebagai salah satu 
tempat bersejarah. Upaya pemerintah terus dilakukan 
kawasan kumuh dapat hilang sehingga menjadi kawasan 
yang layak huni.  
Pelaksanaan strategi ini diakui telah melalui beberapa 
tahapan yang juga diarahkan untuk mendukung program 
100-0-100 publik, khususnya akses 100% ke air iminum 
yang layaki, 0% kawasan kumuhi, dan 100% masuk ke 
sterilisasi yang layak. Seperti meningkatkan sarana dan 
prasarana dasar penting untuk permukiman, termasuk jalan 
lingkungan,sanitasi,drainase, dan meningkatkan perbaikan 
lingkungan. Meskipun telah dilakukan secara berlanjut, 
namun pencapaian upaya pengelolaan kawasan kumuh 
pada umumnya dipengaruhi oleh kemajuan faktor lain, 
misalnya perluasan wilayah huni atau permukiman kumuh 
di wilayah metropolitan, salah satunya di antaranya dipicu 
oleh laju urbanisasi yang tinggi. 
Upaya yang di lakukan iPemerintah ikota Surabaya 
Sesuai peraturan iWalikota iSurabaya Noi.6 tahun i2019 
pemerintah ikota Surabaya iberupaya melalui iProgram 
Rehabilitasi iSosial iRumah Tidak iLayak iHuni.  Program 
Rehabilitasi Sosial iRumah iTidak Layak iHuni merupakan 
program dari pemerintah kota Surabaya yang dapat 
merasakan program tersebut merupakan kategori MBR 
(Masyarakat Berpendapatan Rendah) dari daftar list 
pemkot Surabaya, atau setidaknya yang memiliki surat 
keterangan tidak mampu. Dengan ada nya Program 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kota 
Surabaya ini dapat menjadikan lingkungan di kota 
Surabaya ini terdapat peningkatan kondisi di lingkungan 
permukiman dan sosial masyarakat dengan pelayanan dan 
penangan yang tepat ibaik dalam iperbaikan fisik 
ilingkungan imaupun sosial iekonomi idi lingkungan 
imasyarakat idi iperkampungan. 
Peningkatan kualitas ihidup iwarga miskin iyang 
awalnya mempunyai itempat itinggal kumuh iberubah 
menjadi lebih ilayaki. Sehingga iwarga yang imempunyai 
tempat tinggal iyang ikumuh serta itidak ilayak huni 
kemudian idiperbaiki iserta direnovasi I melalui  iprogram 
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atau ikegiatan itersebut, idemi imemperoleh manfaat sosial 
dan iekonomi iserta warga yang ibersangkutan menjadi 
percaya idiri dalam ibersosialisasi ipada wargaidisekitar. 
iDengan idemikian, iancaman iyang mungkin saja iterjadi 
nantinya ijika irumah yang irusak atau tidak layak huni 
menjadi ambruk yang sewaktu-saat kapan saja, kebanjiran, 
serta masalah sanitasi dan sirkulasi udara yang seharusnya 
memenuhi standart kesehatan dapat ditangani dengan lebih 
optimal. Dengan adanya program Rehabilitasi Sosial 
Rumah Tidak Layak Huni pada Kota Surabaya yang ingin 
memberikan bantuan bagi masyarakat miskin agar mampu 
menaikkan kualitas hidup yang lebih layak serta lebih 
sehat. Terkait dengan jumlah target bantuan yang berasal 
dari program Rehabilitasi Sosial iRumah iTidak Layak 
Huni ipada Kota iSurabaya ipun semakin idiperbanyak 
pada isetiap tahunnya. 
iiTabel 4.i 
Data ijumlah unit rumah/KK sasaran rehabsos 




2014 602 Rumah/KK - 
2015 723 Rumah/KK 20% 
2016 749 Rumah/KK 4% 
2017 1442 Rumah/KK 92% 
2018 1012 Rumah/KK -30% 
2019 1100 Rumah/KK 10% 
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2019 
 
Peningkatan iserta ipenurunan jumlah isasaran irumah 
pada iprogram iRehabilitasi iSosial Rumah iTidak iLayak 
Huni itersebut iterjadi pada itahun 2014 ihingga 2019 
namuni, ada ihal iyang mengganjali, iyaitu dengan  adanya  
program Rehabilitasi iSosial Rumah iTidak Layak Huni  
yang iartinya wadah ibantuan ibagi masyarakat iSurabaya  
buat memperbaiki irumahnya yang mempunyai ikondisi 
tempat itinggal yang itidak ilayak huni itersebut imasih 
mengalami ifluktuasii. Hasil penelitian iyang idilakukan 
oleh iRoebyantho i& Unayah, (2015) imemberikan 
gambaran bahwa ikarakteristik target ipenerima iprogram 
tidak seluruhnya imengacu dari pedoman 
pelaksanaaniKementerian iSosial RIi, tetapi disesuaikan 
oleh ikebijakan iPemerintah iDaerah pada penanganan 
kemiskinan imelalui program iRehabilitasi Sosial iRumah 
Tidak Layak iHunii. Pelaksanaan  program Rehabilitasi 
Sosial Rumah iTidak iLayak Huni diawali dengan 
pembentukan grup i (i10 orang). Selanjutnya grup itersebut 
mempunyai ipengurus, pendamping. Pendamping dan 
ketua kelompok  membuka irekening.iPenyusunan 
perencanaan dilakukan oleh isemua anggota idengan 
pendamping. 
Dari data jumlah penerima sasaran program 
iRehabilitasi iSosial Rumah iTidak iLayak Huni iKota 
iSurabaya di itahun i2018 imengalami penurunan imenjadi 
i1012 irumah sajai, ipadahal di itahun i2017 yaitu i1442 
irumah idengan persentase i-30%, isedangkan ditahun 
i2019 imeningkat menjadi i1100 rumah dengan presentase 
10%, sehingga  terlihat keseriusan Pemerintah kota 
Surabaya terutama iDinas Sosial iKota Surabaya dalam 
imenangani program iRehabilitasi Sosial iRumah Tidak 
iLayak Hunii, imenurut  data iDinas iSosial Kota Surabaya 
tahun i2019 
Tujuan kegiatan iProgram Rehabilitasi iSosial Rumah 
Tidak iLayak iHuni di iKota Surabaya ibertujuan iuntuk 
mengembalikan keberfungsian isosial dan  imenaikkan 
kualitas irumah fakir imiskin melalui iperbaikan ikondisi 
rumah menjadi irumah ilayak hunii, isehat serta iaman. 
Dinas Sosial kota Surabaya menjalankan program ini 
dengan dibantu masyarakat dengan cara musyawarah 
dengan melibatkan lembaga masyarakat disetiap kelurahan 
yang ada, lembaga tersebut yaitu LPMK (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan UPKM (Unit 
Pemberdayaan Keluarga Miskin) dan juga melibatkan 
RT/RW setempat untuk menentukan masyarakat yang 
layak untuk mendapatkan bantuan ini. 
Program ini hadir untuk memberikan fasilitas kepada 
masyarakat ekonomi lemah di kota Surabaya, khususnya 
para masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan 
pemaparan latar belakang diatas tentang peran pemerintah 
kota Surabaya dalam mengupayakan keberlangsungan 
hidup yang layak untuk masyarakat ekonomi rendah,dan 
peneliti tertarik untuk meneliti peran pemerintah kota 
Surabaya terutama Dinas Sosial Kota Surabaya dan juga 
dampak apa yang diterima oleh masyarakat yang menerima 
program tersebut. 
METODE 
Penelitian ini menggunakan metodeideskriptif  
kualitatif idengan pendekatan ikepustakaan, dimana idi 
dalam iperpustakaan mengkaji iliteratur yang imerupakan 
sumber iprimernya dari ijurnal-ijurnal iterdahulu dan idi 
dukung dengan iwawancara iataupun oleh ibukui-ibuku 
yang iada. iJurnal iyang idigunakan sebagai isumber 
literatur idalam penelitian iini iadalah jurnal iyang itelah 
terbit idi ijurnal inasional iyaitu : 
Tabel 5.  
Daftar jurnal yang dianalisis 
Penulis Tahun Jurnal 
Atmoko R P. 2013 Jurnal Administrasi Publik 
(UB) 
Ike A. 2013 Kebijakan dan Manjemen 
Publik (UNAIR) 
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Fatwa 2019 JA Political science 
(General)  
Heru E. 2015 Publika  (UNESA) 
Ishak I & 
Indayu R. 
2014 iJurnal Online iMahasiswa 
Fakultas iIlmu iSosial dan 




2016 Kebijakan dan Manajemen 
Publik (UNAIR) 
Nafisa R &  
Soesilowati E  
2020 Economics Development 




& Unayah N 
2015 Sosio Konsepsia  
Ulu V & 
Sholichah N 
2020 Jurnal Agama & 




2018 Jurnal Manajemen 
Pelayanan Publik 
(UNPAD) 
Sumber: Diolah peneliti, (202).  
 
 Menurut Sugiyono (2013),iliteratur merupakan catatan 
peristiwa ilalu iyang berbentuk itulisan, igambar atau karya 
monumental ilain.iTujuan dari imenggunakan pendekatan 
ini mengungkap ifakta idi lapangan berdasarkan idata yang 
didapat dan idituangkan iberupa data itertulis iserta 
dikaitkan idengan iteori yang digunakan (Anggraeni, 
2013). iPenelitian iini mendeskripsikan iserta imengkaji 
agar dapat memberikan gambaran yang ijelas idan 
menyeluruh itentang i “Peran Pemerintah iKota iSurabaya 
Dalam iMeningkatkan Kualitas Hidup iMelalui iProgram 
Rehabilitasi iSosial Rumah Tidak iLayak iHuni”. Fokus 
penelitian ini adalah peran pemerintah menurut Siagian 
(2000 : 142-150), yang terdiri atas lima fungsi dari 
pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, 
modernisator, pelopor dan pelaksanaan.  
Stabilisator adalah imewujudkan iperubahan tidak 
berubah imenjadi suatu igejolak isosial, iyang idapat 
menjadi iancaman ibagi ikeutuhan nasional iserta kesatuan 
dan ipersatuan ibangsai. Inovatori, ipemerintah sebagai 
keseluruhan iharus menjadi isumber idari hal-hal baru. Jadi 
prakondisi iyang iharus terpenuhi iagar iefektif memainkan 
peranannya ipemerintah iperlu memiliki tingkat keabsahan 
(legitimacy) iyang itinggii. Modernisatori, imelalui 
pembangunani, isetiap negara ingin imenjadi negara iyang 
kuat, imandirii, diperlakukan sederajat oleh inegarai-
negara ilaini. iUntuk mewujudkan hal tersebut,diperlukan. 
Pelopori, iselaku pelopor pemerintah iharus menjadi 
panutan i (role imodeli) bagi seluruh imasyarakat. Dan 
Pelaksana sendirii, imeskipun benar bahwa pelaksanaan 
iberbagai kegiatan pembangunan imerupakan tanggung 
ijawab nasional idan bukan menjadi ibeban ipemerintah 
isemata, ikarena berbagai pertimbangan iseperti 
ikeselamatan negara, modal iterbatas, kemampuan iyang 
ibelum memadai, karena tidak idiminati ioleh masyarakat 
idan karena secara konstitusional imerupakan tugas 
ipemerintah, isangat mungkin terdapat iberbagai ikegiatan 
yang itidak bias diserahkan ikepada pihak iswasta 
melainkan iharus dilaksanakan isendiri ioleh ipemerintah. 
Teknik ipengumpulan data iyang idigunakan pada 
penelitian ini iialah dengan imenggunakan studi iliteratur 
atau istudi ipustaka. iStudi literatur iatau istudi pustaka 
yang dimaksud iialah ikegiatan untuk imenghimpun 
informasi yang irelevan idengan topik iatau imasalah yang 
menjadi iobyek penelitiani. iInformasi tersebut idapat 
diperoleh dari ibukui-ibuku, karya iilmiahi, tesis, 
disertasi,iensiklopedia, internet, idan sumberi-isumber lain. 
Sehingga pada ipenelitian ini imenggunakan idata sekunder 
yang iartinya ipeneliti itidak mendapatkan idata atau 
informasi secara ilangsung idari objek iatau isubjek 
penelitian. 
iTeknik ianalisis data iyang idigunakan imenggunakan 
metode imenurut iMiles idan Huberman (2012), imeliputi : 
pengumpulan idata, ireduksi idata,  penyajian idata, 
itriangulasi data idan ipenarikan ikesimpulan/iverifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pembahasan mengenai peran pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui progam 
rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni                                 
(RTLH) Kota Surabaya pada fenomena yang ditampilkan 
dalam berbagai media dan pustaka diakses penulis 
berdasarkan pada studi kasus dan studi literatur pada jurnal 
nasional dan Internasional. Progam irehabilitasi sosial 
Rumah iTidak iLayak iHuni i (RTLHi) iadalah rumah 
tinggal yang itidak memenuhi isyarat ikesehatan, 
keamanan idan isosiali. Rehabilitasi iSosial i (iRTLH) 
adalah iproses imengembalikan keberfungsian isosial fakir 
miskin imelalui upaya imemperbaiki ikondisi irutilahu baik 
sebagian iatau iseluruhnya agar itercipta ikondisi rumah 
yang ilayak isebagai itempat tinggal. Berdasarkan 
Peraturan Walikota iSurabaya iNomor i53 Tahun i2016 
tentang iKedudukani, Susunan iOrganisasii,iUraian Tugas 
dan iFungsi iSerta Tata iKerja iDinas iSosial iKota 
Surabaya i (iBerita Daerah iKota iSurabaya Tahun i2016 
Nomor i57) isebagaimana itelah diubah idengan  Peraturan 
Walikota iSurabaya Nomor i40 iTahun 2018. 
Tujuan iprogram Rehabilitasi iSosial i (RTLHi) 
bertujuan untuk imengembalikan ikeberfungsian isosial 
serta imenaikkan ikualitas itempat tinggal ifakir imiskin 
melalui iperbaikan kondisi irumah isebagai irumah layak 
huni, isehat serta iamani. iLokasi implementasi iprogram 
RTLH I  adalah I kelurahan   yang  iada idi iKota Surabaya, 
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dengan memperhatikan iusulan iwarga dan iatau kelurahan 
yang idisampaikan kepada ipemerintah iKota Surabaya, 
kondisi idi lapangan idan iketersediaan anggaran. 
Pembiayaan Implementasi iprogram iRTLH Kota 
Surabaya menggunakan idana iyang bersumber dari 
APBD Kota iSurabaya. iSecara iumumi, alokasi 
pembiayaan kegiatan iprogram iRTLH Kota iSurabaya, 
menggunakan idana isesuai dengan iketersediaan 
anggaran dan ikegiatan iyang iterkait program iRTLHi. 
Pemanfaatan ialokasi idana dimanfaatkan iuntuk ikegiatan 
yang iberupa :  
a. Kegiatan iPenyiapan idan penguatan iUPKMi. 
Kegiatan ipenyiapan idan penguatan ilembaga UPKM, 
diwujudkan idalam bentuk iforum musyawarah 
masyarakati, pembekalan iteknisi, penguatan ikegiatan 
UPKM, ifasilitas pembinaan akses ipengembangan 
kegiatan masyarakat idengan institusi eksternali, 
khususnya idari dunia iusaha dan industri. 
b. Kegiatan iperbaikan ilingkungan dan ibangunan 
rumahi. iKegiatan perbaikan ilingkungan idan 
pembangunan irumah imeliputi kegiatan ipengadaan 
bahan ibangunan dan imobilisasi tenaga ikerjai. Nilai 
cara iyang diimplementasikan iuntuk ikegiatan 
perbaikan lingkungan idan ibangunan rumah isesuai 
dengan tersedianya ianggaran. 
c. Kegiatan ipenumbuhan dan ipengembangan 
ketrampilan sosial iekonomi ikeluarga. IKegiatan 
penumbuhan dan ipengembangan ketrampilan isosial 
ekonomi ikeluarga dapat iberupa ikegiatan pelatihani, 
pemberian imotivasii, iyang dilakukan ioleh 
Pemerintah Kota idan imasyarakat. iNilai idan 
program iyang idiimplementasikan untuk ikegiatan 
penumbuhan dan ipengembangan iketrampilan isosial 
ekonomi ikeluarga isesuai dengan itersedianya 
kegiatan dan ianggaran ipada Pemerintah iataa 
masyarakat. 
Hasil analisis menggunakan  teori peran pemerintah 
menurut Siagian (2000 : 142-150)  yang terdiri atas lima 
fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, 
modernisator, pelopor dan pelaksanaan terhadap  peran 
pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat melalui progam rehabilitasi sosial Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Surabaya. 
 
1. Stabilisator  
 Menurut Siagian (2000) Stabilisator dalam peran 
pemerintah iartinya mewujudkan iiperubahan tidak 
berubah imenjadi isuatu gejolak isosiali, apalagi yang 
dapat menjadi iancaman ibagi ikeutuhan nasional iserta 
kesatuan dan ipersatuan ibangsai. peran itersebut bisa 
terwujud idengan imenggunakan berbagai icara 
diantaranya: ikemampuan iselektif yang itinggi proses 
sosialisasi iyang ielegan namun efektifi, melalui 
edukasii, ipendekatan yang    persuasive iserta 
pendekatan yang ibertahap itetapi berkesinambungani. 
Selaku istabilisator,  pemerintaan  merupakan 
stabilisator iyang imenjaga stabilitas nasional isupaya 
tetap imantap dan  terkendali isehingga kebijakani 
kebijakan iyang telah ditetapkan iakan dapat 
dilaksanakan idengan ibaik serta irencanai-rencana 
program-iprogram idan aktivitasi-iaktivitas operasional 
akan iberjalan ilancar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk: 
a. Melakukan sosialisasi terkait nilai pagu anggaran, 
mekanisme, waktu, kuota dan tahapan pelaksanaan 
kegiatan program rehabilitasi RTLH kota Surabaya. 
b. Membentuk tim pengawas dan melakukan 
pengawasan terhadap program rehabilitas RTLH 
kota Surabaya setiap seminggu sekali. 
Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah 
dalam program RTLH Kota Surabaya menurut Kepala 
Desa beserta jajarannya yaitu dengan memberikan 
penjelasan berupa sosialisasi ikegiatan idi tingkat 
kelurahani, sebagaimana idimaksud dalam iPasal i7 
huruf ia dilakukan iguna menyampaikan iinformasi 
kepada masyarakat iterkait inilai pagu ianggarani, 
mekanismei, iwaktu, ikuota idan itahapan pelaksanaan 
kegiatani. Peserta isosialisasi iterdiri idari Lurah, 
Pengurus UPKMi, LPMK, iRT/RW, icalon ipenerima 
manfaati, tokoh imasyarakat idan tokoh iagama. Dinas 
kota iSurabaya bertanggung ijawab idalam kegiatan 
sosialiasi ipenerimaan iprogram RTLH.  
Bahwasanya proses sosialisasi yang dilakukan 
pemerintah dalam program RTLH Kota Surabaya 
perangkat desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat 
dan jejaring lainnya serta masyarakat bekerja sama. 
Selain itu Membuat kelompok penyuluhan oleh 
pemerintah untuk masyarakat desa, menciptakan 
komunikasi yang lancar dengan masyarakat. Hal yang 
disampaikan dalam sosialisasi program rehabilitas 
RTLH kota Surabaya juga sama antar lain sosialisasi 
kerja dalam penerimaan manfaat program RTLH kota 
Surabaya dengan pola yang terarah dapat 
mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan 
penjelasan tentang apa itu program RTLH kota 
Surabaya dan siapa yang berhak menerima.  
Untuk menjamin hasil akhir dari program 
rehabilitas RTLH kota Surabaya sesuai iatau itidak 
sesuai irencana awal iyang idiajukan, iDinas iPU Cipta 
Karya idan iTata Ruang iyang iberkoordinasi idengan 
instansii-iinstansi dari ilingkungan ipemkot iSurabaya, 
diantaranya: iBAPEDA, iBPPT, BLHi, iPU 
Binamargai, iPU Pengairani, idan  Satpol iPP. 
Pembentukan   tim iini I  dinamakan   BP4D i (iBadan 
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Pengendalian iPembangunan iPerumahan dan 
Pemukiman idaerah), itim iini melakukan pengawasan 
terhadap program irehabilitas iRTLH kota Surabaya 
yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Tidak saja 
berfungsi agar mengetahui sejauh mana suatu program 
rehabilitas RTLH kota Surabaya selaras dengan 
perencanaan yang iisudah ditetapkan isebelumnyai, 
tetapi ijuga untuk imembentuk ipenyesuaiani-
penyesuaian ijikalau idibutuhkan, isesuai idengan apa 
yang iterjadi pada ilapangani. Menurut iSaleh (1988: 
2), dengan idilakukannya pengawasan dapat idiawasi 
sejauh imana ipenyimpangan,ipenyalahgunaan, 
kebocoran, ikekurangan, serta idapat ilebih mengetahui 
apa iyang iterjadi di imasa iyang iakan datang. 
iKoordinasi dalam ipengawasan program  
rehabilitas RTLH iKota Surabaya iini ijuga perlu 
dilakukan sebab ikoordinasi dimaksudkan ibuat 
mencapai tujuan iorganisasi isecara efektif idengan 
melalui iupaya imenghilangkan kekacauan idan  tumi-
pang itindihi. Timbulnya ikoordinasi sendiri 
disebabkan oleh ibeberapa ihal, iseperti yang 
disampaikan ioleh Kaloh (i2007:275i), bahwa 
kompleksnya ifungsi dan  iaktivitas yang isecara khusus 
dilakukan ioleh berbagai iunit idan  perorangani, 
bertambahnya spesialisasi imemperbesar struktur 
organisasi iitu sendirii. iJadi, ibisa disimpulkan bahwa 
pengawasan imerupakan kegiatan membandingkan apa 
yang isedang iatau telah dikerjakan idengan apa iyang 
direncanakan sebelumnya. 
Tujuan utama dengan adanya pembangunan 
rehabilitasi RTLH merupakan untuk meningkatkan 
kualitas hidup dimasyarakat dengan memiliki tempat 
tinggal yang lebih layak bagi penduduk miskin agar 
taraf hidup mereka lebih sejahtera,sehat,dan aman.  Hal 
ini sejalan dengan penelitian Sholichah, dkk (2020) 
adanya program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya, 
dengan program tersebut para penerima bantuan 
merasakan manfaat yang didapat dari perbaikan rumah 
mereka tetapi hal tersebut belum bisa maksimal karena 
masih terdapat bagian rumah dari para penerima 
bantuan yang masih harus diselesaikan. Namun mereka 
merasa tenang sebab kondisi rumah mereka bebas dari 
atap yang bocor serta banjir karena mereka telah 
mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya.  
2. Inovator   
Sebagai Inovator, Inovasi merupakan salah satu 
dari hasil dari sebuah kreativitas. Penemuan baru 
merupakan bagi dari sebuah inovasi seperti temuan 
baru,metode baru,sistem baru dan juga pola pikir yang 
baru. Sifat “problem-solving” dan “action-oriented” 
adalah pendekatan yang di perlukan dalam sistem, 
prosedur, dan metode kerja. 
Menurut Siagian (2000), pemerintah isebagai 
keseluruhan iharus imenjadi sumber idari ihal-ihal 
baru. iJadi iprakondisi iyang wajib  iterpenuhi iagar 
efektif imemainkan iperanannya pemerintah iperlu 
mempunyai tingkat ikeabsahan i (legitimacyi) iyang 
tinggi. Suatu ipemerintahan yang itingkat 
keabsahannya irendahi, misalnya isebab i “menangi” 
pada perebutan ikekuasaan iatau karena imelalui 
pemilihan awam iyang itidak amanah iserta itidak adil, 
akan sulit imenyodorkan iinovasinya ipada 
masyarakati. iTiga hal iyang imutlak menerima 
perhatian iserius yaitui, ipenerapan iinovasi dilakukan 
dilingkungan ibirokrasi terlebih idahului, iinovasi yang 
sifatnya ikonsepsional, iinovasi isistem, mekanisme 
serta metode ikerja.  
Pemerintah harus mampu menjadikan dirinya 
sebagai sumber ide atau gagasan baru. Aparatur 
pemerintah mempunyai dua fungsi yang paralel yaitu 
bahwa mereka bukanlah sekedar sebagai pelaksana 
dari kebijakan dalam program rehabilitas RTLH kota 
Surabaya, tetapi juga penemu dan penerjemah ide 
setiap permasalah termasuk dalam permasalahan 
program rehabilitas RTLH kota Surabaya, sehingga 
sekaligus sebagai perumus kebijakan pembangunan  
yaitu:  
a. Inovasi sistem agar dapat menekan angka program 
rehabilitas RTLH kota Surabaya 
b. Adanya Prosedur kerja dalam permasalahan 
program rehabilitas RTLH kota Surabaya.  
Inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah dalam 
program rehabilitas RTLH kota Surabaya antara lain : 
Program iTahu iiPanas (tidak itakut kehujanan idan  
tidak itakut kepanasan). iProgram ini iadalah program 
yang dikembangkan ioleh Dinas iSosial iKota 
Surabaya. iBentuknya adalah iperbaikan irumah itidak 
layak huni iserta pembangunan ijamban isehat melalui 
program irehabilitasi sosial idaerah kumuh. 
Penanganan program iini idilakukan isecara terpadui, 
baik dalam ihal iperbaikan fisiki, ilingkungan, isosial 
maupun iekonomi imasyarakat ipada lingkungan 
perkampungani. program itahu iPanas pada prinsipnya 
telah berjalan idari itahun 2003 iserta itiap tahunnya 
terus imengalami peningkatakan. 
Pada Program Tahu Panas ini kegiatan yang 
dilakukan merupakan melalukan iperbaikan irumah 
tidak ilayak huni  idan ipembangunan jamban iyang 
sehat melalui iprogam irehabilitasi sosial idaerah 
kumuh idengan idiintegraskan pemberdayaan 
ekonomii. Berdasarkan ihal itersebut, imaka iinovasi 
yang ada idi iprogram Tahu iPanas termasuk ike dalam 
tipologi I   inovasi I konseptual. iHal   ini   disebabkan 
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inovasi yang idilakukan ipada iprogram Tahu iPanas 
ditujukan buat imelakukan iperubahan pada icara 
pandang idari aktor iyang terlibat sehingga lebih. 
Komprehensif dalam imerampungkan permasalahani. 
Sebagaimana iyang idiketahui bahwa program iini 
tidak isematai-mata imerubah pemukiman ipenduduk 
agar ilebih isehat serta ilayak hunii, inamun 
jugaimerubah icara pandang pemerintah 
bahwaisehabis pemukiman ikumuh diubah menjadi 
pemukiman iyang sehat iserta ilayak huni, imasyarakat 
yang terdapat idi idalamnya juga  perlu idiperhatikan 
taraf kesejahteraan iekonominyai. Oleh ikarenanyai, 
kemudian iPemerintah iDaerah Kota 
Surabayaimelaksanakan iprogram pemberdayaan 
ekonomi iagar penyelesaian imasalah yang idihadapi 
oleh iPenduduk ipada pemukiman kumuh idapat 
diselesaikan secara ilebih komprehensif.  
Hal ini menunjukkan bahwa pemerinta kota 
Surabaya benar-benar memperhatikan program 
rehabilitas RTLH kota Surabaya dengan mencari solusi 
berupa inovasi yaitu Program Tahu Panas agar  
memberantas kemiskinan dan penduduk di pemukiman 
kumuh dapat diselesaikan secara lebih komprehensif. 
Sesuai dengan hasil penelitian Wichaksono (2018) 
yaitu terdapat tiga program inovatif di sektor publik 
pemerintah kota Surabaya (tinjauan reflektif terhadap 
tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota 
surabaya tahun 2018), dimana salah satu program yang 
sukses dilakukan adalah program Tahu Panas berhasil 
menekan angka kemiskinan dari aspek rumah yang 
tidak layak huni memiliki alternatif solusi. 
 
3. Modernisator  
Menurut Siagian (2000), pada imodernisator 
melalui ipembangunan setiap inegara ipasti ingin 
menjadi inegara kuati, imandiri, maka untuk 
mewujudkan pembangunan modernisator pada tiap 
negara idiperlukan antara ilaini: iilmu pengetahuan 
yang icukupi, kemampuan idan ikehandalan 
manajeriali, ikemampuan imengolah sumber idaya 
alam iyang dimiliki isebagai inilai itambah yang 
tinggii, imemiliki sistem ipendidikan iyang ihandal 
yang idapat imenghasilkan sumber idaya imanusia 
yang memiliki ipemikiran iyang iproduktif, idasar 
kehidupan ipolitik yang ikukuh idan idemokratis, 
memiliki iarah tujuan iyang ijelas itentang masa 
depanisesuai iyang idiinginkan isehingga idapat 
terwujud idimasa idepani. Selaku iModernisatori, 
bahwa ipemerintah ibertindak untuk 
mengantarkanirakyat iyang sedang imembangun 
menuju modernisasi idan  imeninggalkan icara serta 
gaya ihidup tradisional iyang isudah tidak isesuai ilagi 
dengan tata icara ikehidupan iterkini. iHal ini iidapa 
dilihat idari :  
a. Memili keahlian kompeten yang mengelolah 
program rehabilitas RTLH kota Surabaya  serta 
menguasai teknologi informasi dan komunikasi. 
b. Pemberdayaan masyarakat penerima program 
rehabilitas RTLH di kota Surabaya supaya 
kedepannya dapat mandiri sehingga dapat  
mengatur dan mengelola.    
Kemampuan pemerintah dalam memanajemen dan 
mengelolah program rehabilitas RTLH yaitu iSumber 
daya imanusia iadalah salah  isatu ifaktor iyang wajib  
diperhatikan idalam pembuatan ikebijakan idan  ijuga 
orangi-iorang yang imelaksanakannya isebab ihal ini 
sangat imendukung idalam pelaksanaan ikegiatan 
rehabilitasi iRTLH di ikota iSurabaya. iKualitas 
manusia nya ijuga iharus idiperhatikan yaitu iorang 
yang imemiliki kompentensi iberkaitan idengan 
rehabilitasi RTLH idi ikota iSurabaya imampu 
menguasai iteknologi iinfomarsi idan komunikasii. 
Sedangkan ipada iproses pelaksanaan iikegiatan 
rehabilitasi iRTLH idengan memiliki isumber daya 
manusia iyang berkualitas idapat iterhindarkan dari 
hali-hal iyang imerugikan yang idilakukan ioleh 
oknumi-ioknum yang itidak ibertanggung jawab iyang 
ingin melakukan ikerja isama yang ihanya 
menguntungkan satu ipihaki. Secara ikuantitas, instansi 
pemerintah yang iberkaitan idengan pelaksanaan 
aktivitas pembangunan iirehabilitasi RTLH iharus 
memiliki ipegawai yang icukup buat melaksanakan 
aktivitas tersebuti. Sehingga iapabila kegiatan 
dijalankan maka itidak iterjadi kendala terhadap 
pekerjaan dilapangan inantinya. 
Analisis mengenai program irehabilitasi iRTLH 
berarti ijuga imenilai kemampuani-ikemampuan 
kekuasaan idari ipara iaktor yang iterlibati, 
kepentingani-ikepentingan mereka idan  istrategi-
strategi iyang mereka itempuh ibuat imewujudkan 
kepentingani-ikepentingann tersebut. Program 
rehabilitasi iRTLH di ikota iSurabaya yaitu iprogram 
yang memberikan ipemberdayaan ipada masyarakati. 
Sehingga ipara ipenerima iprogram rehabilitasi iRTLH 
diberikan kepercayaan ipenuh pada itiap ikelompok 
agar mengatur dan mengelola sendiri kegiatan program 
tersebut. Sedangkan pihak instansi terkait seperti dinas 
sosial kota Surabaya idan pihak kecamatan, ihanya 
memberikan arahan idan ijuga pengawasani. iNamun 
nyatanya idilapangan imasih ada icampur itangan 
pemerintah ikhususnya iberasal dari ipihak ikecamatan 
yang idiluar itugas serta fungsinya isebagaimana itelah 
di itentukan idalam juknislaki. iHal tadi iyg imembuat 
pelaksanaan iproses program rehabilitasi iRTLH idi 
kota I Surabaya  terhambat   sebab I  masih iada iperan 
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pihaki-ipihak tertentu iyang ingin imendominasi 
kegiatan inii. iHal yang ihampir isama ditambahkan 
oleh imasyarakat  melalui ipenelitian iIndayu (2012), 
yang mengatakan pemerintah dalam mengatur dan 
mengelolah kegiatan rehabilitasi RTLH di kota 
Surabaya di mulai dengan membuat peraturan yang 
tegas untuk serta mengajak dan bimbingan masyarakat 
untuk mengotimalkan pemberian program pemerintah 
melalui rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. Namun 
beberapa masyarakat juga menilai pemerintah masih 
tidak mampu mengenal kelebihan-kelebihan 
masyarakat baik sumber daya manusia.  
 
4. Pelopor  
Pengertian kata pelopor iidalam hal ipositif 
merupakan ikepeloporan dalam ibekerja seproduktif 
dan semaksimal imungkini, kepeloporan idalam 
menegakan isuatu ikeadilan dan ikedisplinan, 
kepeloporan idalam kepedulian idengan ilingkungan, 
budaya idan sosiali, dan ikepeloporan idalam 
berkorban untuk ikepentingan negara. 
Menurut Siagian (2000), iselaku pelopor ibahwa 
pemerintah itidak ihanya menjalankan ifungsi selaku 
perumus ikebijakan dan ipenyusunan irencana 
pembangunan isaja, itetapi ijuga sebagai ipelaksana 
pembangunan yang iinovatif iyang mampu 
memecahkan iberbagai tantangan idan iketerbatasan 
yang iada.  
Selaku ipelopor ipemerintah harus 
menjadiipanutan (irole imodeli) bagi iseluruh 
masyarakati. iPelopor dalam ibentuk ihal-ihali, positif 
agar dapat idicegah  idalam rehabilitasi program RTLH. 
iHal ini dapat dilihat dari :  
a. Keadaan petugas yang ada dilokasi program 
RTLH kota Surabaya.  
b. Dukungan dari petugas dalam menangani kendala 
program RTLH kota Surabaya. 
Peran pemerintah sebagai pelopor dalam 
pembangunan yaitu Pemerintah turun langsung ke 
lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang 
menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi 
motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan 
dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif 
disetiap proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan 
juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor 
yang dapat mendorong laju perkembangan 
pembangunan dan pemberian bantuan pada 
masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat peran 
pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan 
rehabilitasi RTLH di kota Surabaya sebagai 
pemberikan bantuan kepada masyarakat berupa 
pemberian program rehabilitasi RTLH di kota Surabaya 
dan pemberdaya SDM agar berkualitas dan 
memperbaiki kualitas hidup masyarakat untuk lebih 
baik dan layak.  Sejalan dengan Penelitian  Steinberg 
(2007), yaitu upaya pemerintah dalam proses 
rehabilitasi terhadap rekontruksi perumahan akibat 
gempa bumi di aceh dimaksudkan sebagai pondasi 
upaya pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat 
didaerahnya, dan menjadi ajang uji coba bagi 
penerapan pembangunan berbasis masyarakat secara 
masif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Andini (2013), yaitu secara keseluruhan pemerintah 
sebagai penyedia bentuk pelayanan terkait perbaikan 
daerah kumuh rumah tidak layak huni cukup membantu 
masyarakat untuk hidup yang lebih baik.  
 
5. Pelaksana  
Pelaksana merupakan pemegang tanggung jawab 
kegiatan pembangunan inasional dan ibukan menjadi 
beban pemerintah isajai, karena iterdapat pertimbangan 
seperti keselamatan inegara tersebuti, terkendala 
modal, ikemampuan iyang masih ibelum memadaii, 
karena ikurang diminati ioleh imasyarakat serta ikarena 
secara konstitusional imerupakan itugas pemerintah, 
sangat imungkin bila iterdapat ikegiatan yang itidak 
mampu idiserahkan dipihak iswasta melainkan harus 
dilaksanakan ioleh pemerintah isendiri. 
Menurut Siagian (2000), sebagai pelaksana 
pemerintah iharus idapat memperhitungkan ifaktori-
faktor iyang berpengaruh idalam pembangunan 
nasionali. Mengendalikan ifaktor negatif iyang idapat 
menjadi ipenghalang idalam pembangunan inasional 
sehingga dampaknya idapat idiminimalkan, idan dapat 
mengetahui ifaktori-faktor iyang ibisa imendorong 
lajuipembangunan inasional isehingga dapat imenarik 
imanfaat yang ibesari. Hal iini idapat idilihat dari : 
a. Pemerintah menjalankan program rahabilitasi 
RTLH di kota Surabaya berlandaskan oleh 
standarisasi pembangunan iperumahani, 
pengawasani, dan ipengendalian ipembangunan 
perumahan idan iperbaikan kualitas iperumahan 
isesuai iketentuan yang iberlaku. 
b. Pemerintah memberikan contoh dengan turun 
langsung ke lokasi, menjadi motivator dalam 
program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi 
masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap 
proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. 
Program iRehabilitasi Rumah iTidak iLayak iHuni 
adalah ikebijakan idari kementrian iSosial iRI untuk 
penanggulangan kemiskinan idi iIndonesia. iUntuk 
pelaksanaan program itersebut idi itingkat 
kabupateni/ikota telah idilakukan ipembentukan Tim 
koordinasi iPenanggulangan iKemiskinan 
Kabupateni/iKota, iyang idibawah kendali idan 
bertanggung     jawab I    kepada        Bupatii/Walikota. 
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Walikota iSurabaya nomor i6 tahun 
2011imengeluarkan peraturan itentang ipetunjuk teknis 
pelaksanaan ikegiatan rehabilitasi iRTLH. Dalam 
pelaksanaan ikegiatan itersebut dibantu ioleh dinas 
sosial ikota Surabayai. Terdapat ibeberapa kegiatan 
yang ilaksanakan ioleh iDinas iSosial dan Tenaga Kerja 
di iKota Surabaya imeliputi ipendataan, sosialiasii, 
penggerakan partisipasi imasyarakat, penetapan icalon 
penerima imanfaati, imemfasilitasi pembetukan 
kelompoki, membentuk itim ipelaksana 
teknis,imemberi fasilitasi ipembukaan irekening untuk 
kelompoki, persetujuan ipencairan idana, monitoring 
pelaksanaan iprogram, evaluasi idan pelaporani. iDan 
semuanya itelah idiatur dalam peraturan iwalikota 
Surabaya nomor i6 tahun i2019. 
iKumpulan rumah isebagai ibagian dari 
pemukimani, baik iperkotaan imaupun pedesaan yang 
dilengkapi dengan iprasaranai, dan iutilitas iumum 
sebagai hasil iupaya ipemenuhan rumah ilayak ihuni 
merupakan pengertian idari iperumahan yang iterdapat 
pada iUndang-iUndang iNomor 1 itahun i2011 tentang 
perumahan idan ipermukiman. 
iMenurut Undangi-iUndang iNomor 1 iTahun 
2011 tentang iperumahan idan ikawasan pemukimani, 
penyelenggaraan perumahan idan ipemukiman 
diselenggarakan iberdasari-kan iasasi–iasas sebagai 
berikut:  
1) kesejahteraan;  
2) keadilan dan pemerataan;  
3) keterjangkauan dan kemudahan; serta  
4) keserasian dan keseimbangan 
Seperti iyang diketahui ibahwa ipapan (rumah) 
merupakan isalah isatu idari 3 (tiga) ikebutuhan idasar 
manusiai, idengan ilaju pertumbuhan ipenduduk iyang 
terusimeningkat terus idari tahun iketahun, ibertambah 
pula kebutuhan imasyarakat iakan itempat tinggali. 
Dari pengamatan iyang idilakukan peneliti idilapangan 
terdapat fakta ibeberapa itahun terakhir iini iterdapat 
peningkatan ipembangunan iperumahan idi kota 
Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal 
penduduk kota Surabaya yang terus bertambah.  
iPembangunan dilakukan isecara terencana idan 
perencanaannya berorientasi ipada ipertumbuhan dan 
perubahani, hal itersebut sesuai dengan salah satu ide 
pokok dalam pembangunan menurut siagian (2000). 
Maka perlu dilakukan iperan ipemerintah yang imana 
dalam ihal iini pemerintah idaerah yang idiwakili ioleh 
Dinas iPU iCipta Karya idan iTata Ruang iagar idapat 
melaksanakan ipengawasani, standarisasii, idan 
penetapan iregulasi dalam ipembangunan iperumahan. 
Dalam melaksanakan ipembangunan iharus 
memperhatikan ifasilitas iyang harus idipenuhi 
meliputi: iakses ijalan ilingkungan, ipembuangan 
limbah, iRTHi, utilitasi, dan fasilitas iumum idan sosial 
lainnya. iHal tersebut imengacu ipada Undangi Undang 
Nomor i11 iTahun 2011 itentang iperumahan dan 
ikawasan ipemukiman bahwa iperumahan iadalah 
kumpulan rumah isebagai ibagian idari pemukimani, 
baik perkotaan imaupun ipedesaan, iyang dilengkapi 
dengan iprasaranai, saranai, idan utilitas iumum sebagai 
hasil iupaya pemenuhan irumah iyang ilayak huni. 
Didalam iUndangi-Undang iNomor i11 tahun 2011 
tentang perumahan idan ipemukiman juga mengatur 
asas idalam penyelenggaran iperumahan kesejahteraan 
agar iterciptanya ikeadilan idan pemeratan, iserta 
keterjangkauan idan keserasaian.  
Terjadi perubahan derajat kondisi rumah 
penerima bantuan program rehabilitasi RTLH terlihat 
perbedaaan yang signifikan, dimana rumah penerima 
bantuan sebelum adanya perbaikan dari program 
rehabilitasi RTLH masih dalam keadaan tidak layak 
huni karena dapat dilihat dari dinding yang masih 
menggunakan papan, atap rumah yang masih rumbia 
dan tidak ada MCK tetapi dengan bantuan program 
rehabilitasi RTLH mereka dapat tinggal dirumah 
dengan keadaan layak huni. Pembangunan program 
rehabilitas RTLH sudah bejalan baik dan semua rumah 
sudah dibangun tegak, namun belum dapat dikatakan 
berhasil 100% karena ada bagian rumah yang belum 
dipasang. Jadi walaupun derajat perubahan juga telah 
tercapai tetapi tidak semua kelompok penerima bantuan 
dapat merasakan hal tersebut terjadi karena barang-
barang yang dibutuhkan masih belum terkirim 
semuanya dan masih diurus oleh pihak pembeliannya. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 
menjamin hasil iakhir dari iprogramirehabilitasi RTLH 
diperlukan iperan pemerintah sebagai katalisator iyang 
dapat imemperhitungkan seluruh faktor yang iidapat 
berpengaruh idalam pembangunan 
sertaimengendalikan faktor iyang idianggap inegatif 
yang icenderung imenjadi penghalang isehinggaidapat 
dampaknya idapat idiminimalkan. 
Proses pembangunan yang dilakukan oleh 
walikota Surabaya dimulai dengan membuat strategi 
dan rencana kerja sesuai keputusan tim kerja 
dilapangan dan menyelaraskan pembangunan RTLH 
melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam 
membangun masyarakat desa di era otonomi daerah 
kemudian melakukan pembangunan sarana dan 
prasarana untuk menunjang adanya RTLH dikota 
Surabaya, serta infrastruktur. Selain itu pemberdayaan 
sumber daya manusia serta lingkungan hidup juga 
ditingkatkan. Proses pembangunan yang dilakukan 
walikota Surabaya dimulai dari mengikuti alur kerja 
berdasarkan peraturan walikota Surabaya nomor 6 
tahun 2019 terus dilakukan secara bertahap. Hasil dari 
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penelitian Atmoko, dkk (2013) mewujudkan penetapan 
standarisasi ipembangunan iperumahan, pengawasan, 
dan ipengendalian pembangunan idan perbaikan 
kualitas imerupakan iperan pemerintah yang isudah 
baik idalam imenciptakan iperumahan yang ilayak 
hunii. Sejalan dengan  ipenelitian Nurjiansyah i (2016i), 
dalam pelaksanaan iProgram Rehabilitasi iRumah 
Tidak iLayak Huni i (iRTLHi) pemilihan ipenerima 
program dilakukan idengan musyawarah. iKesepakatan 
Rencana Kegiatan Kampung i (KRKKi) iyang dalam 
pertemuan tersebut dihadiri ioleh ipemangku 
kepentingan idi ilingkungan kelurahan isehingga 
nantinya masyarakat iyang dipilih iuntuk menjadi 
penerima ibantuan program RSDK iini merupakan 
masyarakat iyang menjadi prioritas iuntuk dibantu iatau 
penentuan idilakukan dengan imelihat isiapa yang 




Berdasarkan hasil penelitian dan, analisis peran 
pemerintah dalam program rehabilitas sosial RTLH kota 
Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut 
Siagian (2000 : 142-150, Secara umum, peran pemerintah 
telah berhasil melaksanakan program rehabilitas sosial 
RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat 
dari lima aspek  Pada kriteria stabilisator  dapat dilihat dari 
iprogram rehabilitasi iRTLH di ikota iSurabaya, ipenerima 
bantuan itelah merasakan imanfaat idari program 
irehabilitasi RTLH itetapi masih ibelum maksimal ikarena 
imasih ada ibagian rumah ibeberapa ipenerima bantuan iyang 
belum idiselesaikan. iNamun imereka sedikit ilebih tenang 
idan inyaman dengan ikondisi irumah setelah iada iperbaikan 
dengan imendapatkan irumah yang ilebih ilayak dari 
isebelumnya isehingga mereka itidak iperlu ikhawatir dengan 
iatap iyang bocor idan ibanjir. iPada aspek iInovator iyaitu 
iinovasi sektor ipublik pada tiga program inovatif 
pemerintah daerah kota Surabaya (tinjauan reflektif 
terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota 
surabaya tahun 2018), dimana salah satu program iyang 
sukses idilakukan iadalah program iTahu Panas iberhasil 
imenekan angka ikemiskinan idari aspek irumah iyang tidak 
ilayak ihuni memiliki ialternatif isolusii, yang imerupakan 
bagian idari iprogram sosial iRehabilitas iRTLH. i 
Aspek modernisator yaitu peran pemerintah dalam 
memanajemen dan mengelolah Kegiatan rehabilitasi 
RTLH di kota Surabaya di mulai dengan membuat 
peraturan yang tegas untuk serta mengajak dan bimbingan 
masyarakat untuk mengotimalkan pemberian program 
pemerintah melalui rehabilitasi RTLH di kota Surabaya. 
Namun beberapa masyarakat juga menilai pemerintah 
masih tidak mampu mengenal kelebihan-kelebihan 
masyarakat baik sumber daya manusia. Apek pelopor yaitu 
Pemerintah turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau 
tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah 
langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi 
bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam 
berpartisipasi aktif disetiap proses rehabilitasi RTLH di 
kota Surabaya dan juga pemerintah mengkoordinir 
langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju 
perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada 
masyarakat. Dan aspek pelaksana yaitu Pemerintah turun 
langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang 
menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi 
motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan 
arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap 
proses rehabilitasi RTLH di kota Surabaya dan juga 
pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang 
dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan 
pemberian bantuan pada masyarakat. Perlunya 
pendampingan kepada penerima layanan atas pembuatan 
proposal, optimalisasi kerja pelaksana program, 
pengendalian dan evaluasi agar dapat diperbaiki dan 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan 
sehingga tujuan program dapat tercapai (Nafisa & 
Soesilowati, 2020)  
 
Rekomendasi 
1. iAgar iprogram berjalan iberkelanjutan imaka diperlukan 
ipenyuluhan ike masyarakat iagar imasyarakat paham 
iakan idana ibergulir dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi inforimasi jadi semua 
dilakukan berbasis sistem agar transparan dan 
akuntabilitas.  
2. Dalam hal inovator pemerintah kota Surabaya 
pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dirasa 
kurang, kegiatan tersebut dapat dimaksimalkan 
melalui seminar, edukasi dan pelatihan agar 
penyelesaian masalah pada pemukiman kumuh dapat 
diselesaikan dengan maksimal. Sehingga kualitas 
hidup lebih baik tidak hanya diukur dari segi rumah 
yang sudah layak, tetapi kemampuan masyarakat yang 
berwawasan, pola pikir yang benar dapat menunjang 
kehidupan yang lebih baik lagi dan layak.  
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